PENGADILAN NEGERI MANADO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO
NOMOR : 171.a/KPN.W19-U1/SK.OT1.1/1I/2026

Tentang

BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI MANADO

KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang di
selenggarakan oleh Pengadilan Negeri Mando berdasarkan
peraturan  perundang-undangan dan = prinsip-prinsip
pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-
144/KMA/SK/VII[/2022  tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu di tetapkan
Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan
Negeri Manado;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di
atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Manado tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi

pada Pengadilan Negeri Manado;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubahkan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunalkan serlifikat elektronik yang dilerbilkan oleh Balai Sertifikasi Elekironik (BSrE) BSSN




4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia  tanggal 28 Agustus 2007 Nomor
144 /KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan;

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/SK/1/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1983
Tentang Penyelesaian Barang-Barang Bukti Rampasan

Yang Sudah Tidak Dapat Diketemukan Lagi Vonisnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO
TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA
PENGADILAN NEGERI MANADO

Kesatu : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada
Pengadilan Negeri Manado dengan besaran sebagaimana di
sebutkan dalam lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Biaya Perolehan Satuan Informasi di bebankan kepada
Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan
tanda terima biaya perolehan Salinan Informasi beserta

rinciannya,;
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Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan
ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 25 Februari 2026

.  Ditandatanganisecara elektronik
y KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO
KELAS 1A

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.
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Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO

NOMOR : 171.a/KPN.W19-U1/SK.0T1.1/11/2026
Tanggal : 25 Februari 2026

BIAYA PROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI MANADO

NO. URAIAN BIAYA KETERANGAN
1. Biaya Dokumen Elektonik Tidak di Pungut -
(softcopy) Biaya
3. Biaya Penggandaan Rp. 500,- per -
(Fotocopy) lembar
2. Biaya Leges Rp. 10.000,- per -
putusan/penetapan
3. Biaya Transportasi dan Rp. 30.000,- Perjalanan Pulang
Penjilidan Pergi
4. Biaya Pengiriman Menyesuaikan Apabila
dengan jenis Permohona}n
pengiriman, berat Informasi
dan jarak alamat menghendalq
hon inf . Salinan
pemohon informasi Informasi

yang berlaku pada disarankan
PT Pos Indonesia | melalui pengiriman

S. Biaya Materai + PNBP 1. Materai: Rp. Biaya di bebankan
10.000;,- kepada Pemohon
Informasi yang
2. PNBP : Rp. 500,- | bersetatus sebagai

per lembar Pihak Perkara
Perdata
3. Leges: Rp. untuk memperoleh
10.000,- salinan putusan
Perdata

+.  Ditandatanganisecara elektronik
@, KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO
KELAS 1A

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.
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